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NO PENGELOLA PARAF 

1 Kepala Dinas 
kearsipan 

Kabag. 
2 | Hukum Cc 

3 | Ass.I d / 

4 | Sekda / h 

5 | Wabup 

Untuk 
6 | Bupati ditanda 

tangani         

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GOROTALO UTARA 

. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, telah diamanatkan Pemerintah 

Daerah wajb memiliki Jadwal retensi Arsip, 

. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti 

akuntabilitas kinerja aperatur dan pertanggung jawaban 

Pemerintah, maka dilakukan upaya penyelamatan arsip 

dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara 

dan mekanisme teknis Jadwal Retensi Arsip Daerah yang 

diatur dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara, 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang, Jadwal 

Retensi Arsip Fasilitatf Keuangan di lingkungan 

pemerintah kabupaten gorontalo utara, 

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia



  

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 
NOMOR 1G. TAHUN 2017 

TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL 
NEGARA DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

Menimbang 

Mengingat 

KABUPATEN GORONTALO UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GOROTALO UTARA 

. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, telah diamanatkan Pemerintah 

Daerah wajb memiliki Jadwal retensi Arsip, 

. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti 

akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggung jawaban 

Pemerintah, maka dilakukan upaya penyelamatan arsip 

dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara 

dan mekanisme teknis Jadwal Retensi Arsip Daerah 

yang diatur dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara, 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang, Jadwal 

Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil dan 

Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo Utara, 

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 
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. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4774), 

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071), 

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 

5679), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82), 

. PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5286), 

. Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 

Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik 
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Menetapkan 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5531), 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 

10. 

11. 

12. 

tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri, 

Peraturan bersama Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai 

Negeri Sipil dan Pejabat Negara, 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

(ANRI) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Prosedur 

Penetapan JRA Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 

Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 

BPK.03.09/57/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal 

Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Non 

Keuangan Dan Kepegawaian, Fasilitatif Kepegawaian 

Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara, Serta 

Fasilitatif Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo 

Utara. 

MEMUTUSKAN : 

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN 

APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO 

UTARA 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. 

2. 

3, 

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. 

Dewan Perwakilah Rakyat Daerah yang selanjutnya 

dapat disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilah Rakyat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah. 

£ 
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10. 

11. 

12. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Gorut. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo Utara. 

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada 

Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada 

Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

yang terdir dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi 

Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah 

. Pejabat Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 1 dan 11 

Peraturan Pemeritah Nomor 4 Tahun 1976 yaitu 

Pimpinan dan dan anggota Lembaga Tertinggi Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh 

Undang-Undang. 

. Aparatur Sipil Negara disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai Negeri sipil dan pegawaiPemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. 

. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara yang selanjunya disebut Kantor Pusdar 

adalah Lembaga Teknis Daerah sebagai Lembaga 

Kearsipan Daerah yang melaksanakan tugas dibidang 

pengelolaan arsip dinamis inaktif, arsip statis dan 

pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Unit pengolah adalah satuan unit kerja pada Perangkat 

Daerah selaku pencipta arsip yang mempunyai tugas 

dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang 

berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di 

lingkungannya. 

Unit Kearsipan 1 adalah Unit Kearsipan yang 

diselenggarakan Oleh Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Gorontalo Utara. 

Unit Kearsipan II adalah Unit Kearsipan yang 

diselenggarakan oleh sekretariat/bagian yang 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2. 

22 

23. 

24. 

menangani urusan tata usaha pada SKPD Kabupaten 

Gorontalo Utara. 

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dari media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah 

daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 

politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan 

dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Arsip Aparatur Sipil dan Pejabat Negara adalah Arsip 

Pegawai Negeri Sipil 

Arsip aktif adalah arsip yang prekuensi penggunaannya 

tinggi dan/atau terus menerus. 

Arsip in-aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya 

telah menurun. 

Panitia Penilai Arsip adalah Panitia Penilai dan Arsip 

Pemerintah Daerah. 

Retensi arsip adalah penentuan jangka waktu simpan 

suatu arsip atas dasar nilai guna yang terkandung 

didalamnya. 

Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta 

arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah 

habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan 

yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun 

tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia 

dan/atau lembaga kearsipan. 

Jangka waktu simpan adalah masa simpan minimal 

suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah dan/atau 

Unit Kearsipan. 

.Jangka waktu simpan aktif adalah masa simpan 

minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah. 

Jangka waktu simpan inaktif adalah masa simpan 

minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Kearsipan. 

Jadwal Retensi Arsip yag selanjutnya disingkat JRA 

adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka 

AA 
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25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan 

keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan 

suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau 

dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyusutan dan penyelamatan arsip. 

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif adalah Jadwal Retensi 

Arsip yang berisi jangka waktu penyimpanan atau 

retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari 

kegiatan atau fungsi fasilitatif antara lain keuangan, 

kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, dan 

ketatausahaan. 

Keterangan Musnah adalahketerangan yang 

menyatakan bahwa arsip-arsip yang perlu dimusnahkan 

karena jangka waktu penyimpanan di unit kearsipan 

telah selesai dan tidak memiliki nilai guna. 

Keterangan Permanen adalah keterangan yang 

menyatakan bahwa arsip-arsip yang karena memiliki 

nilai guna sekunder wajib diserahkan kepada Lembaga 

Kearsipan Daerah/Arsip Nasional. 

Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang 

menyatakan bahwa suatu jenis/seri arsip belum dapat 

ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau 

permanen. 

Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan 

pada kegunaannya bagi kepentingan penguna arsip. 

Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah 

arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit 

pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang 

sudah tidak bernilai guna sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dan penyerahan arsip statis 

kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini 

adalah untuk menjamin tertib administrasi prosedur 

ds 
4 , 

  

             



pengajuan penetapan JRA dan sebagai pedoman dalam 

penyusutan Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur sipil 

Negara dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Gorontalo Utara. 

BAB III 

JRA FASILITATIF KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL 

NEGARA DAN PEJABAT NEGARA 

Pasal 3 

JRA Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan 

Pejabat Negara tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

BUPATI ini, 

Pasal 4 

Bentuk dan susunan JRA sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 meliputi kolom nomor, jenis dokumen/arsip, 

jangka waktu simpan aktif dan in-aktif, dan keterangan 

yang berisi pernyataan Permanen, Musnah, atau Dinilai 

Kembali. 

Pasal 5 

Jenis Arsip Kepegawaian ASN dan Pejabat Negara di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 

meliputi : 

a. Formasi pegawai. 

T Pengadaan pegawai : 

Pembinaan karir pegawai, 

Penyelesaian Pengelolaan keberatan pegawai, 

Mutasi pegawai, 

Administrasi pegawai, 

Kesejahteraan pegawai: Aa 
M
O
 

A
n
 

Pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun, 

pa
d «

 
. Perselisihan/sengketa kepegawaian, 

Usul dan pemberhentian penetapan pensiun te
ma
. 

pegawai/janda/dudanya dan PNS yang tewas, 

k. Berkas perseorangan PNS, 

pe
ma

h 
. Berkas perseorangan pejabat negara 

8 . Berkas perseorangan pejabat lainnya, dan 

2 Berkas perseorangan kepala desa 

#4 
  

           



Pasal 6 

(1) Pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 

(sepuluh) tahun pada perangkat daerah dilaksanakan 

oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat: 

a. Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul 

musnah oleh arsiparis diunit kearsipan II, 

b. Pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip, 

c. Pertimbangan dari pimpinan unit pengolah, 

d. Penetapan arsip yang akan dimusnahkan oleh 

pencipta arsip, dan 

e. Persetujuan tertulis dari Bupati. 

(2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), menjadi tanggung jawab Kepala perangkat 

daerah. 

(3) Pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang- 

kurangnya 10 (sepuluh) tahun pada SKPD 

dilaksanakan oleh kepala SKPD setelah mendapat: 

a. Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul 

musnah oleh arsiparis diunit kearsipan I, 

b. Pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip, 

c. Pertimbangan dari pimpinan unit pengolah yang 

arsipnya akan dimusnahkan, 

d. Persetujuan dan penetapan dari Kepala Kapusdar, 

e. Persetujuan tertulis dari Bupati, dan 

f. Persetujuan tertulis dari Kepala Anri, 

(4) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), menjadi tanggung jawab Kantor Pusdar. 

(5) Pencipta arsip wajib menyimpan arsip yang tercipta 

atas pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip sebagai 

arsip Vital yang meliputi: 

a. Keputusan pembentukan Panitia Penilai Arsip, 

b. Notulen rapat Panitia Penilai Arsip pada saat 

melakukan penilaian, 

c. Usulan dari Panitia Penilai Arsip mengenai asrip 

yang diusulkan musnah dan telah memenuhi 

syarat untuk dimusnakan 

FPI



d. Keputusan pimpinan Perangkat Daerah Pusdar 

tentang Penetapan Pelaksanaan Pemusnahan 

Arsip yang akan dimusnahkan sesuai dengan 

kewenangannya, 

e. Berita acara pemusnahan arsip, dan 

f. Daftar arsip yang dimusnahkan. 

Pasal 7 

(1) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 6 ayat (1) dilakukan terhadap arsip yang : 

a. 

b. 

Cc. 

d. 

Tidak memiliki nilai guna, 

Telah habis masa retensinya dan berketerangan 

musnah berdasarkan JRAj 

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang 

melarang, dan 

Tidak brkaitan dengan penyelesaian proses 

suatu perkara atau masih diperlukan untuk 

barang bukti suatu sengketa yang sedang 

berlangsung. 

(2) Dalam hal arsip belum memenuhi semua ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), retensinya 

ditentukan kembali oleh pimpinan pencipta arsip. 

Pasal 8 

prosedur pemusnahan arsip dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Pembentukan panitia penilai arsip, 

b. 

Cc. 

Penyeleksian arsip, 

Pembuatan daftar arsip usul musnah oleh 

arsiparis di unit kearsipan II, 

. Penilaian oleh panitia penilai arsip, 

Permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta 

arsip, 

Penetapan arsip yang akan dimusnahkan, dan 

Pelaksanaan pemusnahan: 

yA



1. Dilakukan secara total sehingga fisik dan 

informasi arsip musnah dan tidak dapat 

dikenali, 

2. Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) 

pejabat dari unsur Inspektorat Daerah, 

dan/atau unsur Bagian Hukum, dan 

3. Disertai penandatanganan berita acara yang 

memuat data arsip yang dimusnahkan. 

Pasal 9 

(1) Pembentukan Panitia penilai arsip sebagaimana 

dimaksud pada pasal 8 huruf a, ditetapkan oleh: 

a. Pimpinan Perangkat Daerah untuk pemusnahan 

arsip yang memiliki retensi di bawah 10 

(sepuluh) tahun, 

b. Kepala dinas kearsipan dan perpustakaan 

kabupaten gorontalo utara untuk pemusnahan 

arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 

untuk 10 (sepuluh) tahun. 

(2) Panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), bertugas melakukan penilaian arsip yang 

akan dimusnahkan. 

(3) Panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi 

unsur : 

a. Pimpinan unit kearsipan II sebagai ketua 

merangkap anggota, 

b. Pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan 

dimusnahkan sebagai anggota, dan 

Cc. Arsiparis sebagai anggota. 

(4) Panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada 

ayat 

(1) huruf b, sekurang-kurangnya memenuhi unsur 

a. Pimpinan unit kearsipan I sebagai ketua 

merangkap aggota, 

b. Pimpinan unit kearsipan II yang arsipnya akan 

dimusnahkan sebagai anggota, 

yAf



Cc. Pimpinan unit pengolah yang arSipnya akan dimusnahkan sebagai anggota: dan 
d. arsiparis sebagai anggota 

BAB Iv 

KETENTUAN PENUTUP 

Ditetapkan di Kwandang bada tanggal )32 met 2017 
TI TP TALO UTARA 

/ 
INDRA YASIN 

  

Diundangkan di Kwandang 2 
Pada tanggal 23 Mer 2017 
SEKRET 

      

   

GOROTALO UTARA 

    

ILPATAMANJ PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 195807141986021005 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ly NOMOR. 841
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